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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / 

Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah 

Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / 

Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam 

sudah terlaksana secara penuh pada Madrasah Ibtidayah, terbukti dari 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan, 

sedangkan untuk Sekolah Dasar belum terlaksana secara penuh, terbukti 

dari tidak semua ketentuan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 

Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / 

Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah 

Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang 

Beragama Islam dibedakan pada Madrasah Ibtidayah dan Sekolah Dasar, 

sebagai berikut: 

a. Madrasah Ibtidayah 

1) Faktor Pendukung 
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a) Landasan pendidikan yang berbasis Islami sehingga 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut 

mudah dilaksanakan 

b) Tenaga guru Baca Tulis Al-Qur’an yang memadai 

2) Faktor Penghambat 

a) Tidak jelasnya sosialisasi dari pemerintah, terbukti dari 

pihak sekolah yang menganggap apa yang disosialisasikan 

pemerintah tentang ketentuan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca 

Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah 

Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah 

Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / 

Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta 

Calon Pengantin yang Beragama Islam bukanlah ketentuan 

Peraturan Daerah melainkan hanya himbauan 

b) Bantuan dana dari pemerintah yang macet, padahal 

seharusnya pendanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib 

Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / 

Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / 

Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas 

/ Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta 
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Calon Pengantin yang Beragama Islam sepenuhnya 

dibebankan kepada pemerintah. 

b. Sekolah Dasar 

1) Faktor Pendukung 

a) Bantuan pengarahan  kurikulum oleh pihak terkait seperti 

Kemenag dan Diknas 

2) Faktor Penghambat 

a) Landasan pendidikan yang berbasis umum, sehingga 

kesulitan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah 

Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah 

Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah 

Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah 

Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam, 

seperti ketentuan menambah jam pelajaran Baca Tulis Al-

Qur’an. 

b) Tenaga guru baca tulis Al-Qur’an yang sedikit serta 

kurangnya waktu untuk menambah jam pelajaran Baca 

Tulis Al-Qur’an, satu sisi para siswa Sekolah Dasar juga 

dituntut untuk menyelesaikan pelajaran umum yang begitu 

banyak. 
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c) Tidak jelasnya sosialisasi dari pemerintah, terbukti dari 

pihak sekolah yang menganggap apa yang disosialisasikan 

pemerintah tentang ketentuan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca 

Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah 

Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah 

Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / 

Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta 

Calon Pengantin yang Beragama Islam bukanlah Peraturan 

Daerah melainkan hanya himbauan 

d) Bantuan dana dari pemerintah yang macet, padahal 

seharusnya pendanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib 

Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / 

Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / 

Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas 

/ Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta 

Calon Pengantin yang Beragama Islamsepenuhnya 

dibebankan kepada pemerintah. 

3. Menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan 

Daerah, dalam hal ini suatu peraturan dibuat oleh penguasa (Ulil Amri) 

maka masyarakat harus mengikuti penguasa sesuai dengan peristiwa 

yang terjadi di masa sahabat yang mengatakan jika tidak mengetahui 
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maka putuskan dengan Al-Qur’an, jika tidak dengan Hadist dan 

kemudian jika tidak berijtihadlah dengan ulama dan orang-orang baik. 

Hubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 

Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah 

Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / 

Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin 

yang Beragama Islam adalah bahwa ketentuan peraturan yang dibuat 

pemerintah daerah Kota Banjarmasin tersebut harus ditaati, termasuk 

ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / 

Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah 

Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / 

Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama 

Islam tentang “penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an”. 

Namun ternyata pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum berjalan 

secara penuh. Dalam hal ini peneliti mendapati pengakuan dari pihak-

pihak sekolah bahwa ketentuan tentang penambahan jam pelajaran 

Baca Tulis Al-Qur’an hanya mereka kira sebuah himbauan dan bukan 

termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 

4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa 

Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah 

Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / 
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Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin 

yang Beragama Islam. Tentunya jika itu sebuah himbauan, pihak 

sekolah menganggap kalau ketentuan itu tidak harus dilaksanakan. 

Artinya, terdapat unsur użur dikarenakan ketidak tahuan hukum. 

Użur dikarenakan ketidak tahuan hukum dalam hukum Islam 

tidak akan dijatuhi sanksi bagi pelanggarnya, karena Allah tidak 

membebani hamba-Nya dengan amalan yang tidak ia ketahui, sebab 

mengerjakan amalan yang tidak diketahui termasuk perkara yang di 

luar kemampuan. 

 

B. Saran 

 Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran 

kepada pemerintah, yakni: 

1. Memberikan sosialisasi sejelas-jelasnya kepada sekolah, agar pihak 

sekolah mengetahui dengan jelas tentang adanya Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-

Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa 

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah 

Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam 

2. Memberikan pendanaan yang sesuai untuk pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca 

Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, 
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Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah 

Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam, sesuai dengan 

yang tertera pada Perda tersebut. 

3. Meninjau kembali ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-

Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa 

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah 

Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam yang tidak dapat 

terlaksana di Sekolah, khususnya Sekolah Dasar, seperti ketentuan 

yang mengharuskan sekolah menambah jam pelajaran Baca Tulis Al-

Qur’an menjadi pelajaran tersendiri dalam kurikulum, ketentuan ini 

tidak dapat terlaksana karena terkendala jam pelajaran lainnya yang 

begitu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah jam 

pelajaran lainnya. 

4. Melakukan pengecekan langsung tentang pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca 

Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, 

Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah 

Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam di Sekolah-

Sekolah, sehingga pemerintah dapat mengetahui langsung keefektifan 
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dan hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dari Peraturan Daerah 

tersebut. 
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